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PENDAHULUAN 

 

Pembangunan ekonomi pada dasarnya berhubungan dengan setiap upaya untuk 

mengatasi  masalah  keterbatasan  sumber  daya.  Di  negara-negara  sedang  

berkembang, keterbatasan sumber daya ini terutama berupa keterbatasan 

sumber dana untuk investasi dan keterbatasan devisa, di samping  tentunya 

keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut, pilihan kebijakan 

yang diambil  pada umumnya berfokus kepada dua aspek, yaitu aspek 

penciptaan iklim berusaha  yang  kondusif,   terutama  berupa  kestabilan  

ekonomi  makro,  dan aspek pengembangan infrastruktur perekonomian yang 

mendukung kegiatan ekonomi. 

 

Selama ini pelaksanaan fungsi sebagai the Lender of the Last Resort (LoLR) 

dilakukan  oleh Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada 

Bank  yang  mengalami  kesulitan  pendanaan  jangka  pendek  dan  dijamin 

dengan  agunan  yang  berkualitas  tinggi  dan  mudah  dicairkan,  namun 

pengaturan mengenai kriteria agunan tersebut tidak sejalan dengan kondisi 

ekonomi saat ini. 

 

Terkait  dengan Penjelasan Pasal 34  UU no 3 tahun  2004 tentang Perubahan UU 

no 23 Tahun 1999 yang berbunyi : 

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa 

keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. 

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember  2010.” 

 

Yang ingin di bahas dalam tulisan ini adalah bagaimana Peran Pengawasan Bank 

Indonesia sebelum dan setelah  terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan serta 

kelebihan dan kelemahannya. 
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Menurut Pasal 8  BI Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran,  mengatur dan mengawasi Bank.  Tugas Mengatur dan 

mengawasi bank  menurut Pasal 24 yaituDalam rangka melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan 

peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha 

tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi 

terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.   

                        . 

Dalam Pasal 25 Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank 

Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat 

prinsip kehati-hatian.  

 

1. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan 

dengan Peraturan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah 

lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, 

reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi sudah harus 

terbentuk pada tahun 2010. 

 

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan 

sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus 

dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.  

 

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat 

ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang 

memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. 

Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan 

batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa 

keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang 

jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut 

transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu 

Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana 

Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa 

keuangan lainnya.  

 

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya UU ini selain pertimbangan 

Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 

dirubah, yakni : 

 Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi 

intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional 

merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian 

nasional. 
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 Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan 

di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem 

keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor 

keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. 

 Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di 

berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas 

transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. 

 Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang 

meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen 

jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. 

 

Pengawasan Bank Indonesia Sebelum Terbentuknya Otoritas Jasa 

Keuangan 

  

Di Indonesia pengawasan perbankan tersebut dilaksanakan oleh bank Indonesia. 

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang beroperasi di 

Indonesia. Kewenangan pengawasan sistem perbankan ada di bawah kewenangan 

Bank Indonesia, sebagaimana tercantum di salah tugas Bank Indonesia yang 

tercantun pada Pasal 8  Undang-Undang Bank Indonesia. 

 

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indoensai sebagai Bank Sentral dapat 

bersipat langsung atau pengawasan tidak langsung., bahwa yang dimaksud dengan 

pengawasan langsung adalah bentuk pemeriksaan yang disetai dengan pengawasn 

tidakan-tindakan perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengna pengawasan tidak 

langsung terutama dalam bentuk pengawasan dalam bentuk penelitian, analisi, 

evaluasi laporan bank. 

 

Kewenangan Bank Sentral dalam melakukan pengawasan bank adalah sebagai 

alat atau sarana untuk mewujudakan  sistem perbankan yang sehat yang menjamin 

dan  memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang 

terkait dalam usaha penyelenggaraan bank oleh bank yang bersangkutan. 

 

Prinsip-Prinsip Pembinaan dan Pengawasan Pada Bank 

 

Bank Indonesia dalam upaya menciptakan pengawasan yang efektif terhadap 

dunia perbankan, menerapkan prinsip-prinsip utama tentang pengawasan di dunia 

perbankan. Prinsip-prinsip pengawasan yang efektif diaantaranya : 

1. Sistem informasi manajemen yang dimiliki bank mampu 

mengendentifikasikan konsentrasi portfolio dan pengawas harus menetapkan 

batasan kehati-hatian bagi setiap nasabah peminjam terkait atau group terkait. 
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2. Untuk mengjindari penyelewengan pengawas bank harus menetapakn 

persnyaratan bahwa bank yang akan memberikan pinjaman pihak yang terkait 

harus berdasarkan transaksi di pasar, pemberian kredit tersebut harus 

dimonitor secara efektif dan langkah-langkah yang harus diambil dalam 

rangka mengaasi dan mengurangi resiko. 

3. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk identifikasi, monitoring dan 

controlling, country risk dan transfer risk yang dimiliki bank dalam 

menyalurkan pinjaman dan investasi internasional, serta menyediakan 

cadangan yang cukup untuk resiko tersebut. 

4. Bank harus memiliki sistem yang dapat secara tepat mengukur, memonitor 

dan mengawasi resiko pasar yang dihadapi bank-bank. Pengawasas harus 

memiliki kewenangan untuk mengenakan batasan spesifik atau denda specific 

terhadap eskposure resiko pasar. 

5. Pengawas bank harus menetapakan bahwa bank memiliki internal control 

yang cukup sesuai dengan skala bisnisnya. Hal ini harus mencakup 

pemgaturan yang jelas tentang pendelegasian wewenang dan tanggung-jawab, 

pemisahan fungsi diantara bagian-bagian bank. 

6. Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki kebijakan praktek 

dan prosedur termasuk ketentuan Know your Consumen, yang menciptakan 

standar etika dan profesionalisme yang tinggi dan mencegah banj digunakan 

secara sengaja atau tidak sengaja oleh unsur-unsur criminal. 

7. Pengawasan bank harus menetapkan persyaratan modal yang hati-hatidan 

cukup untuk seluruh bank. Persyaratan tersebut harus mencerminkan resiko 

yang dihadapi bank dan harus menentukan komponen modal dengan 

memperhatikan kemampuan menyerapa kerugian. 

8. Bagian terpenting dari sistem pengawasan adalah evaluasi kebijaksanaan, 

praktek dan prosedur bank yang berkaitandengan pemberian pinjaman 

daninvestasi serta pelaksanaan manajemen portfolio pinjaman dan investasi. 

Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki dan taat pada kebijaksanaan, 

praktek dan prosedur evaluasi kualitas asset dan ketetntauan kerugian 

pinjaman dan cadangan 

 

Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia 

 

Pelaksanaan tugas pengawasan bank dapat dibedakan menjadi pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan 

pengawasan bank adalah melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan 

yang wajib disampaikan oleh bank, termasuk informasi lain yang dipandang perlu 

baik yang bersipat kualitatif maupun yabg bersipat kumulatif. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang 

mepengaruhi kinerja dan perkembangan kepatuhan terhadap ketentuan yang 

berlaku, serta penerapan early warning sistem (diteksi dini) untuk mengetahui 

tingkat kesulitan yang dihadapi bank secara lebih awal dengan penilaian tingkat 

kesehatan bank. 
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Tujuan pengawasan bank sebenarnya adalah menilai dua hal yang terkandung                  

di dalam kegiatan bank, yaitu resiko dan unsur atau sumber daya milik bank yang 

dapat menangani atau mengendalikan resiko tersebut. Besarnya resiko dalam 

suatu bank menunjukan besarnya potential problem yang dihadapi oleh bank 

tersebut, sehingga untuk tidak potensial problem yang akan dialami bank atas 

resiko yang terjadi maka pihak bank juga diperlukan sumber daya yang baik di 

dalam mengelola bank. Sumber daya yang berrsipat kualitatif yaitu manajement, 

adalah paling penting dan menduduki posisis sentral. Dalam pengertian sumber 

daya kualiatif tersebut meliputi pula faktor dan kepengurusan, ketentuan dan 

kebijaksanaan pemerintah serta perkembangan ekonomi. Sementara itu, tujuan 

kedua dari pengendalian bank-bank adalah menilai kecukupan sumber daya yang 

tersedia dan dapat disediakan oleh bank untuk menopang resiko. Antara resiko 

dan sumber daya yang mengendalikannya merupakan alat untuk menentukan 

kesehatan bank yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu yang dikenal 

sebagai Capital, Assets Quality, Management, earning dan Liqudity, Sensitifitas 

(CAMELS). Di samping penilaian terhadap kepatuhan pada ketentuan yang 

berlaku (compliance based supervision) pengawas juga melakukan penilaian 

terhadap resiko yang terkandung pada suatu bank (risk based supervition). 

 

Bagian yang terpenting dari sistem pengawasan bank yang efektif adalah evaluasi 

terhadap kebijakan, praktek dan prosedur yang dijalankan oleh bank. Hal ini 

hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan langsung (on-site process), baik 

melalui pemeriksaan berkala maupun penilaian yang berkesinambungan terhadap 

praktek bank. Dengan mempertimbangkan karakteristik bank-bank besar, 

termasuk kompleksitas resiko yang dihadapinya, pendekatan pengawasan 

langsung secara berkesinambungan akan memungkinkan para pengawas bank 

melakukan rapat rutin dengan manajemen bank di level tinggi dan menengah 

untuk lebih memahami hal-hal operasional, seperti strategi, struktur grup, 

corporate governance, kinerja, kecukupan modal, likuiditas, kualitas asset, risk 

management system, dan hal-hal lainnya yang penting untuk pengawasan. Jika 

ditemukan kelemahan atau perubahan profil resiko yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan dan kesehatan bank, Bank Indonesia akan merumuskan umpan 

balik yang proaktif dan tepat waktu untuk memastikan manajemen bank 

menyadari adanya permasalahan, sehingga dapat diambil tindakan untuk 

memperbaikinya. 

 

Selain itu, sebagai bagian dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan, telah 

diberlakukan penerapan berbagai program, seperti penerapan manajement resiko, 

good corporate governance, sistem penilaian tingkat kesehatan berdasarkan 

CAMELS, dan penerapan ketentuan KYC. Diharapkan penerapan berbagai 

program tersebut dapat membantu meningkatkan sistem pengawasan sehingga 

tercipta sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi nasional khsuusnya pula dalam menjalankan kegiatan 

usaha bank sebagai lembaga intermediasi. 
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Kegiatan pemeriksaaan  dan pengawasan tidak dilangsungkan sepanjang waktu, 

namun pada waktu yang tidak tertentu tergantung pada sejumlah mana suatu bank 

dipandang mengandung potensi problem yang memerlukan pemriksaan. Cakupan 

pemeriksaaan meliputi aspek keuangan dan aspek manajement bank serta aspek-

aspek lain baik yang bersipat internal  maupun ekternal, yang dipandang sangat 

berpengaruh terhadap kondisi dan usaha bank. Apapun jenis namanya 

pemeriksaan merupakn fungsi yang tidak berdiri sendiri tapi merupakan satu 

kesatuan dari fungsi pengawasan bank secara keseluruhan sebagaimana dicantum 

di dalam Undang-Undang Perbankan.. Pengawasan bank akan menetapkan tingkat 

kesehatan kesehatan bank berkaitan dengan inkosistensi dalam kinerja CAMELS 

maupun faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan 

suatu bank. 

 

Peran Pengawasan Bank Indonesia Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa 

Keuangan 

 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa 

keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, 

transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang 

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat.  

 

Sesuai dengan ketentuan undang undang Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan 

tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :  

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;  

3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan 

umum;  

4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, 

termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan;  

5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap 

berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
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6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam 

setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas 

Jasa Keuangan; dan  

7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.  

 

Serta  Otoritas Jasa Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut : 

1. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan 

2. Menjaga stabilitas sistem keuangan 

3. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang 

4. Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang 

oleh lembaga baru.  

 

Maka berdasarkan fungsinya tersebut dapat kita lihat bahwa pembentukan 

Otoritas Jasa Keuangan ini pembentukannya mempunyai tujuan : 

1. Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara 

berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan 

kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. 

2. Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. 

3. Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya 

manusia dan ahli yang mencukupi. 

 

Sementara otoritas jasa keuangan melaksanakan   tugas pengaturan dan 

pengawasan terhadap : 

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

 

Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung 

kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya 

saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, 

antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan 

kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek 

positif globalisasi.  

 

Khusus dalam bidang Perbankan dapat dilihat  hubungan antara Bank Indonesia 

dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap bank 

sebagaimana tercantum dalam pasal dibawah ini : 
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Pasal 39  

 

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam 

membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain :  

a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;  

b. sistem informasi perbankan yang terpadu;  

c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan 

pinjaman komersial luar negeri;  

d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;  

e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan  

f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.  

 

Pasal 40  

 

(1) Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank 

Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut 

dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada 

OJK.  

(2)  Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat 

kesehatan bank.  

(3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya 

laporan hasil pemeriksaan.  

 

Pasal 41  

 

(1)  OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank 

bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.  

(2)  Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas 

dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera 

menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah 

sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.  

 

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang 

terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih 

dahulu dengan OJK.  

 

Pasal 43  

 

OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan 

memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. 
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Menurut Kepala Bapepam-LK Fuad Rahmany mengatakan, Bank Indonesia (BI) 

masih tetap bisa melakukan pengawasan perbankan, setelah Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) terbentuk. Namun supervisi ini, dilakukan secara bersama-sama 

antara OJK dan BI. Ia menjelaskan, hal itu masalah makro. Tapi tetap mereka (BI) 

dapat informasi dari OJK, dan juga bisa ikut on site supervision. BI tidak perlu 

mengkhawatirkan perannya yang tergerus. Tetap bisa berjalan dan ikut awasi, 

ujarnya di Jakarta, Jumat (11/6).Fuad menambahkan, BI memang sempat 

menyampaikan keberatannya atas kewenangan untuk mengawasi industri 

perbankan Indonesia diambilalih oleh OJK.  

 

Sementara itu, Direktur Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Dyah Makhijani 

mengatakan, pihaknya telah mengirim surat pada 24 Mei lalu ditujukan kepada 

Menkeu dan Menhuham. BI mengharapkan dan mengusulkan OJK itu yang pas 

dengan perkembangan negara saat ini. 

 

Diyah juga menegaskan, BI tidak mau begitu saja melepaskan kewenangannya 

sebagai pengawas perbankan dalam negeri. Pembentukan OJK sejatinya 

merupakan amanat dari pasal 34 UU BI Tahun 2004. Dalam UU tersebut 

ditegaskan, fungsi pengawasan perbankan harus diserahkan pada lembaga khusus 

pengawas yang biasa dikenal sebagai OJK.     

     

Kelebihan dan Kelemahan Otoritas Jasa Keuangan 

 

Model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi ini memiliki kelebihan 

terutama dalam merespons tren industri keuangan yang semakin terintegrasi. Kini, 

kita bisa menyaksikan bahwa fenomena universal banking, atau bank yang bisa 

melayani segala jenis pelayangan keuangan sudah menjadi pemandangan umum. 

  

Dengan adanya OJK sebagai "super-regulatory body, nantinya masalah perizinan, 

pengaturan, pengawasan, dan exit policy akan lebih mudah, karena berada di satu 

atap. Selain itu, OJK sebagai ”superregulatory body” juga memungkinkan 

pemanfaatan economies of scale dan economies of scope, sehingga 

pengawasannya menjadi lebih mendalam.  

 

Namun, OJK sebagai "superregulatory body" juga memiliki kelemahan. Terlalu 

luas lingkup kerja (pengaturan dan pengawasan) serta terlalu banyak industri yang 

diawasi, maka bila tidak didukung dengan sistem dan SDM yang andal, 

efektivitasnya dapat diragukan, Buktinya sudah terlihat di depan mata. 

 

Akibat krisis global 2008, Pemerintah Inggris pada akhirnya harus membubarkan 

Financial Services Autority (OJK-nya Inggris). Pemerintah Inggris menyatakan 

bahwa OJK-nya dinilai telah gagal dalam mendeteksi krisis yang akhirnya 

meruntuhkan industri keuangan mereka.  
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Kini, pemerintah Inggris akhirnya mengembalikan fungsi pengawasan 

perbankannya kepada Bank Sentral Inggris, Bank of England. 

 

Model pengawasan sektor keuangan telah ditetapkan oleh DPR dan 

Pemerintah,dan akhirnya pilihan jatuh pada sistem OJK. Oleh karenanya, tidak 

pada tempatnya lagi kita memperdebatkan keberadaan OJK. Yang terpenting saat 

ini adalah bagaimana agar OJK bisa bekerja dan menjalankan fungsinya dengan 

baik. Tak dapat dipungkiri bahwa kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap 

efektivitas OJK ini memang masih ada.  

Oleh karenanya, salah satu hal penting yang harus kita letakkan adalah bagaimana 

membangun kepercayaan (trust) bahwa OJK ini akan mampu menjalankan 

perannya secara baik.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Persiapan yang tidak matang, kendala-kendala birokrasi dan koordinasi yang 

dapat menghambat pengalihan kewenangan, Tantangan akan dihadapi diantaranya 

limitasi waktu, dimana waktu peralihan yang relatif singkat. 

 

Perlunya kerjasama dan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank 

Indonesia agar tercapainya efektitas fungsi Pengawasan khususnya di bidang 

Perbankan. 
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